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a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah cliubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Maluku Utara 
Nomor : 286/KPTS/MU/2018 perihal Hasil Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan 
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

c. bahwa penyempurnaan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae.rah 
(APBD) Tahun Anggaran 201 7, sebagaimana dimaksud 
pada huruf huruf b, dilakukan agar tidak bertentangan 
dengan kepentingan urnurn dan peraturan perundang­ 
undangan yang .lebih tinggi; 

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN HALMAHERA UTARA 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DEN.GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HALMAHERA UTARA, 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN HALMAHERA UTARA 

NOMOR 4 TAHUN 2018 

BUPATIHALMAHERAUTARA 
PROVINSI MALUKU UTARA 

Menimbang 
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, 
dan KabupatenMaluku Tenggara Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomorl 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan 
di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4264); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan hurf c, maka perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera 
Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 dan Rancangan Peraturan Bupati ten tang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7. 

v 

v 

Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
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3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan 
di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4264); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan hurf c, maka perlu 
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera 
Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 

v 

Mengingat 
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v 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. U ndang-U ndang Nomor 12 Tah un 2011 ten tang 
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, tentang 
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30); 

v 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ten tang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerin tahan Daerah Kepada 
Pernerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada DPRD, dan Infonnasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 4693); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Nomor 4812); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ten tang 
Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4816); 

26.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

27.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219; 

28. Pera tu ran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

29.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5887); 

30.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1423); 

33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 450); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara 
Tahun 2010 Nomor 4); 

37.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 
Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah Ka bu paten 
Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Halmahera Utara Tahun 2011 Nomor 3); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 
Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Halmahera Utara Nomor 51); 

v 
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Rp 41.687.673.688,17 
Rp 11.687.673.688, 17 
Rp (30.000.000.000,00) Selisih lebih/ (kurang) 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 
30.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan 
Setelah peru bah an 

b. Realisasi 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp 
34.579.487.059, 17 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp (30.187.673.688, 17) 
b. Realisasi Rp 4.391.813.371,00 

Selisih lebih/ (kurang) Rp 34.579.487.059, 17 

v 

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 
(105.863.172.999,88) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp 1.144.480.234.085,21 
b. Realisasi Rp 1.038.617.061.085,33 

Selisih lebih/ (kurang) Rp (105.863.172.999,88) 

b. Realisasi 
Rp l. l 14.292.560.397,04 
Rp 1.043.008.874.456,33 
Rp (71.283.685.940,71) Selisih lebih/ (kurang) 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
sebagai berikut: 
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 

(71.283.685.940,71) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pendapatan setelah 

Perubahan 

Pasal 3 

Rp 11.687.673.688, 17 
Rp 9.500.000.000,00 
Rp 2.187.673.688, 17 

c. Pembiayaan 
Penerimaan 
Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 

Rp.1.043.008.874.456,33 
Rp.1.038.617 .061.085,33 
Rp. 4.391.813.371,00 

1 huruf a Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 
tahun anggaran 2017 sebagai berikut: 

a. Pendapatan 
b. Belanja 

Surplus/ defisitRp 

Pasal2 
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Rp 881.937.917.035,91 
Rp 759.961.883.099,36 
Rp 121.976.033.936,55 

Kegiatan Operasional 
a. Pendapatan - LO 
b. Behan 
Surplus/ defisit dari operasi 

Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d 
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai 
berikut: 

Pasal6 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun 
yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut: 

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017 Rp 13.210.042.02,79 
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 206.803.320.245,90 
c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp (212.164.372.241,00) 

v d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 
e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp (165.716.059,91) 
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2017 Rp 6.386.426.233,87 

Pasal5 

l.702.338.098.443,06 
42. 768.226.122,67 

l .659.569.872.320,39 

Rp 
Rp 
Rp 

b. Jumlah kewajiban 
c. Jumlah ekuitas 

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 
2017 sebagai berikut : 

a. Jumlah aset 

Rp 30.187.673.688, 17 
Rp 2.187.673.688,17 
Rp (28.000.000.000,00 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 
Rp.(28.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pembiayaan neto 
Setelah peru bahan 

b. Realisasi 
Selisih lebih/ (kurang) 

Pasal 4 

Rp 11.500.000.000,00 
Rp 9.500.000.000,00 
Rp (2.000.000.000,00) 

sejumlah (4) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
Rp.(2.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan 
Setelah peru bahan 

b. Realisasi 
Selisih lebih/ (kurang) 
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Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawabkan 
Pelaksanaan APBD. 

Pasal 11 

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak 
tertagih; 
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 
Penyisihan Dana Bergulir; 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 
Pengurangan Aset tetap 
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 
Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam 
Pengerjaan 
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 
Daftar Dana Cadangan Daerah; 
Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 
Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 
Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun dan 
dianggarkan kem bali dalam tah un Anggaran 
beriku tnya; 
Ikhtisar Laporan Keuangan Sadan Usaha Milik 
Daerah/ Perusahan Daerah. 

Rakapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program dan kegiatan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam 
kerangka pengelolaan keuangan negara; 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
Laporan Operasional; 
Laporan Peru bahan Ekuitas; 
Neraca; 
Laporan Arus Kas; 
Catatan atas Laporan Keuangan; 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

t. Lampiran XX 

o. Lampiran XV 
p. Lampiran XVI 
q. Lampiran XVII 
r. Lampiran XVIII 
s. Lampiran XIX v 

m. Lampiran XIII 
n. Lampiran XIV 

k. Lampiran XI 
1. Lampiran XII 

J. Lampiran X 

1. Lampiran IX 

b. Lampiran II 
c. Lampiran II I 
d. Lampiran IV 
e. Lampiran V 
f. Lampiran VI 
g. Lampiran VII 
h. Lampiran VIII 

Lampiran 1.4 

Lampiran 1.3 
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Laporan Realisasi Anggaran 
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 
Rincian laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pernerintahann daerah, organisasi, 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

Lampiran 1.2 

a. Lampiran I 
Lampiran I. 1 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

Pasal 10 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun 
anggaran 2017 mernuat inforrnasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif 
atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 9 

1.659.569.872.320,39 Rp Ekuitas Akhir 
Rp 

1.276.531. 786.065,53 
116.383. 753.899,99 
266 .654 .332 .354,87 

Rp 
Rp 

Uraian laporan perubahan ekuitas sebagairnana dirnaksud dalam pasal 1 
huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 201 7 
sebagai berikut : 
a. Ekuitas awal 
b. Surplus/ defisit LO 
c. Koreksi Ekuitas 

v 
Pasal 8 

11.687.673.688,l 7 
6.579.487.059,17 
6.579.487.059,17 

Rp 
Rp 
Rp 

a. Saldo anggaran lebih awal 
b. Sisa lebih/kurang pernbiayaan anggaran 
c. Saldo anggaran lebih akhir 

Uraian laporan perubahan SAL sebagairnana dirnaksud dalarn pasal 1 huruf e 
untuk tahun yang berakhir sarnpai dengan 31 Desernber tahun 2017 sebagai 
berikut: 

Pasal 7 

- Surplus/ defisit dari kegiatan 
non operasi Rp (4.460.205. 786,55) 

- Surplus/defisit dari pos luar biasa :.:R=p _ __.(...:.1..:..:. l:..a3=2=.=-07..;...4"""".=2;..;:;5~0_,_,0;;....0=..) 
Surplus/defisit-LO Rp 116.383.753.899,99 



12 PERATURAN DAER.AH KABUP/\TEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2018 

NOMOR REGISTRASI : 4 TAHON 2018 

(LEMBA.RAN DAERAfl KABU.PATEN HALMAHERA UTJ\RA TAHUN 2018 NOMOR 4 ); 

I 

JEKOAI ~ 
SISTEN ~ 

BAG I-~ 

Ditetapkan di Tobelo 
Pada tanggal 30 AG.6rUt J.011? 

HALMAHERA UTARA, 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ·diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lernbaran Daerah Kabupaten 
Halmahera U tara. 

Pasal l2 
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NOMOR REGISTRASI : 4 TAHUN 2018 

(LEMBARAN DAERAH KABUPA'l'EN HALMAI-:TERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 4); 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HALMAHERA UTARA, 

Diundangkan di Tobelo 
Pada tanggal 3/ ~ &<St'? 

- 

Ditetapkan di Tobelo 
Pada tan gal 30 Aa.Jsrv~ 11C<f 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Halmahera Utara. 

Pasal 12 


